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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 111 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN  

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PROBOLINGGO 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 
Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Pencegahan dan Penanggulangan 

Kebakaran telah diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 103 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Probolinggo, Juncto Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 

2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran 

Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, namun 

dalam kenyataannya, pelaksanaannya berpedoman pada 

ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 103 Tahun 

2016, sehingga keberadaan Peraturan Walikota Probolinggo 

Nomor 107 Tahun 2016 dipandang tidak diperlukan dan 

dilakukan pencabutan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Pencabutan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 107 Tahun 

2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran 

Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887);  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

WALIKOTA NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT 

PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN 

POLISI PAMONG PRAJA KOTA PROBOLINGGO. 

 

Pasal 1 

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 107 Tahun 2016 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis 

Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2016 Nomor 107) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 
Ditetapkan di  Probolinggo 
pada tanggal   24  Agustus  2018 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

R U K M I N I 

 

Diundangkan di  Probolinggo 
pada tanggal       24  Agustus  2018  

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

BAMBANG AGUS SUWIGNYO 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 111 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM,  

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 

NIP. 19680108 199403 2 014 
 

 
 


